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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan, maka dapat ditarik 

kesimpulan bahwa:  

5.1.1 Praktik Gadai Kebun Kelapa Sawit di Korong Batang Sariak Praktik 

pagang gadai kebun kelapa sawit yang berlangsung di Korong Batang 

Sariak merupakan bentuk muamalah tradisional yang dilakukan 

masyarakat untuk memenuhi kebutuhan ekonomi dengan menjadikan 

kebun sawit sebagai jaminan atas pinjaman uang. Dalam praktiknya, 

penerima gadai (murtahin) mengelola kebun dan mengambil hasil 

panen selama utang belum dilunasi. Berdasarkan rukun dan syarat 

akad rahn dalam fikih Islam yaitu adanya pihak yang berakad, barang 

yang dijaminkan, jumlah utang yang jelas, dan kesepakatan ijab qabul 

praktik ini tergolong sah secara syar’i. Masyarakat melakukannya 

berdasarkan asas saling percaya, meskipun belum sepenuhnya 

terdokumentasi secara tertulis. 

5.1.2 Pandangan hukum Islam dalam praktik gadai dari perspektif hukum 

Islam, praktik ini mengandung unsur gharar ringan (gharar yasir), 

khususnya pada aspek ketidakpastian manfaat yang diterima oleh 

penerima gadai akibat fluktuasi harga tandan buah segar (TBS). 

Gharar ini tidak membatalkan akad, karena bersifat eksternal dan 

tidak disengaja, serta tidak menimbulkan ketidakadilan secara 

langsung. Oleh sebab itu, akad tetap dinilai sah, namun dianjurkan 

adanya penyesuaian atau penguatan akad, misalnya melalui perjanjian 

tertulis, akad tambahan seperti ijarah, atau klausul ta’wid (pengganti 

manfaat) untuk mengantisipasi perubahan hasil akibat harga pasar. 
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5.2 Saran 

Setelah selesai dari penyusunan skripsi ini, maka penulis akan 

menyampaikan beberapa saran sebagai masukan yang bermanfaat bagi 

masyarakat Korong Batang Sariak Nagari Katapiang pada khususnya, dan 

bagi seluruh masyarakat muslim pada umumnya, sebagai berikut: 

5.2.1 Penelitian ini menemukan bahwa praktik pagang gadai kebun kelapa 

sawit di Korong Batang Sariak di Nagari Katapiang sudah memenuhi 

syarat dan rukun dari rahn, didalam masyarakat yang masih  

mengutamakan sistem kekeluargaan dan kepercayaan dimana dalam 

proses gadai masih terdapat masyarakat yang tidak memiliki ataupun 

tidak mementingkan surat perjanjian yang jelas maka diharapkan 

kepada masyarakat pelaku gadai masyarakat yang terlibat dalam 

praktik pagang gadai diharapkan mulai membiasakan diri melakukan 

akad secara tertulis dan disaksikan oleh pihak ketiga atau tokoh adat 

setempat. Hal ini penting untuk memperjelas hak dan kewajiban 

masing-masing pihak serta menghindari potensi sengketa di kemudian 

hari. Selain itu, disarankan agar dalam pengambilan hasil kebun oleh 

penerima gadai disertai dengan akad tambahan seperti ijarah (sewa) 

atau mudharabah (kerja sama bagi hasil) untuk menjaga kesesuaian 

dengan prinsip-prinsip syariah dan menghindari unsur riba atau 

pengambilan manfaat tanpa hak. 

5.2.2 Diharapkan kepada Pemerintah Nagari bersama tokoh agama dan 

penyuluh syariah setempat disarankan untuk melakukan sosialisasi dan 

edukasi muamalah syariah kepada masyarakat, khususnya terkait akad 

gadai, prinsip keadilan, dan larangan gharar dan riba. Selain itu, 

dibutuhkan peran aktif dalam membentuk aturan lokal atau regulasi 

nagari yang mengatur praktik gadai agar lebih tertib, transparan, dan 

sesuai dengan nilai-nilai Islam, tanpa menghilangkan kearifan lokal. 
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